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BAB V 

PENUTUP 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan seluruh pembahasan yang telah dimuat dalam tulisan hukum 

ini, sekiranya penulis akan menjawab rumusan masalah yang telah 

dijabarkan sebelumnya pada bab I tulisan ini yaitu “Bagaimana 

perlindungan konsumen terhadap pemberi pinjaman dalam bisnis peer to 

peer lending jika dianalisis berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 

2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan?”. Kesimpulan penulis adalah 

sebagai berikut: 

1) POJK sebagai aturan yang diamanatkan UUOJK untuk melindungi 

konsumen pada sektor jasa keuangan tidak dapat memberikan 

perlindungan kepada pemberi pinjaman selaku konsumen dari 

lembaga jasa keuangan peer to peer lending. Hal tersebut menurut 

penulis dikarenakan definisi dari konsumen yang kurang jelas dan 

definisi pelaku usaha jasa keuangan yang ada pada POJK terlalu 

sempit dan limitatif, sehingga tidak dapat mencakup seluruh 

lembaga jasa keuangan. Padahal seiring dengan waktu lembaga 

jasa keuangan yang diatur dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan 

dapat bertambah, mengingat pasal 1 angka 10 UUOJK membuka 

peluang untuk otoritas jasa keuangan menyatakan suatu lembaga 

jasa keuangan diawasi olehnya.  

2) Walaupun POJK telah gagal melindungi pemberi pinjaman selaku 

konsumen lembaga jasa keuangan peer to peer lending. Hadirnya 

POJK TI sebagai peraturan turunan dari UUOJK, menunjukan 

adanya perlindungan terhadap pemberi pinjaman dalam peer to 

peer lending. Mengingat bab VII POJK TI memiliki isi yang mirip 

dengan POJK. Namun perlu dicermati, menurut penulis aturan 

pada bab VII POJK TI sebenarnya tidaklah cukup untuk 

melindungi pemberi pinjaman selaku konsumen dari lembaga jasa 

keuangan peer to peer lending. Alasannya dikarenakan walaupun 



 

82 
 

kedua aturan tersebut memiliki kemiripan, akan tetapi pengaturan 

pada bab VII POJK TI tidak sama komprehensifnya dengan 

pengaturan yang ada pada POJK. 

 

2. Saran 

Berdasarkan pembahasan yang penulis lakukan pada bab IV, khususnya 

pada subbab 3(tiga) sekiranya terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan 

agar perlindungan konsumen terhadap pemberi pinjaman dalam peer to 

peer lending dapat dilakukan secara menyeluruh, yaitu: 

1) Merubah definisi dari pelaku usaha jasa keuangan yang terdapat 

pada pasal 1 angka (1) POJK. Penulis sarankan agar definisi pelaku 

usaha jasa keuangan diperluas agar dapat mencakup seluruh pelaku 

usaha yang terdapat pada lembaga jasa keuangan sebagaimana 

diatur pada UUOJK. Dengan demikian diharapkan semua 

konsumen dari lembaga jasa keuangan dapat terlindungi dengan 

diaturnya perilaku lembaga tersebut melalui POJK. 

2) Merubah definisi dari konsumen yang terdapat pada pasal 1 angka 

(2) POJK dan pasal 1 angka (15) UUOJK. Perubahan yang penulis 

sarankan adalah dengan menghapus seluruh kata dibelakang kata 

lembaga jasa keuangan. Sehingga definisi dari konsumen adalah 

pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan 

pelayanan yang tersedia di lembaga jasa keuangan. Dengan 

demikian pengertian dari konsumen tidak dapat ditafsrikan terbatas 

pada nasabah perbankan, pemodal di pasar modal, pemegang polis 

pada perasuransian, dan peserta dana pensiun. 

3) Jika saran penulis yang pertama dan kedua dirasa terlalu berat, 

maka penulis menyarankan agar otoritas jasa keuangan merubah 

ketentuan yang ada pada POJK TI. Perubahan yang penulis 

sarankan adalah dengan menambah kewajiban-kewajiban terhadap 

penyelenggara yang terdapat pada bab VII POJK TI. Penambahan 

kewajiban tersebut dapat mengacu kepada kewajiban-kewajiban 
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yang diberikan POJK kepada pelaku usaha jasa keuangan. 

Sehingga walaupun perusahaan peer to peer lending bukan 

merupakan pelaku usaha jasa keuangan, namun dengan perubahan 

tersebut maka perusahaan peer to peer lending akan memiliki 

kewajiban yang sama dengan pelaku usaha jasa keuangan. Dengan 

demikian diharapkan perlindungan terhadap pemberi pinjaman 

dalam peer to peer lending dapat dilakukan oleh POJK TI selaku 

peraturan turunan dari UUOJK.  
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